
 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 1981 
TENTANG 

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK 
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG 

ANEKA USAHA PERKEBUNAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa Unit-unit Perusahaan Aneka Jasa yang merupakan bagian 
kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII adalah 
unit usaha khusus yang sifatnya merupakan penunjang bagi kegiatan usaha 
PN. Perkebunan/PT. Perkebunan; 

b. bahwa untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengurusan dan 
pengusahaan kekayaan Negara yang tertanam dalam PT. Perkebunan 
XVII, maka Unit-unit Perusahaan Aneka Jasa tersebut semenjak pengalihan 
bentuk PN. Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. 
Perkebunan XVII telah dikelola tersendiri; 171 

c. bahwa Perusahaan Dagang Dwikora adalah merupakan kekayaan Negara 
yang selama ini berada di bawah pengelolaan Departemen Pertanian dan 
memerlukan penentuan status hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1969; 

d. bahwa bentuk hukum Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dianggap sesuai 
sebagai wadah untuk menampung kegiatan usaha dalam rangka pengelolaan 
kekayaan Negara tersebut di atas, dengan penyediaan modalnya dilakukan 
secara bersama oleh Negara Republik Indonesia dengan Perusahaan 
Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV, PT. Perkebunan VI, dan PT. 
Perkebunan XXI - XXII; 

e. bahwa dalam rangka pembentukan Perusahaan Perseroan tersebut dipandang 
perlu untuk memisahkan sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam 
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII berupa unit-unit 
Perusahaan Aneka Jasa dan menjadikannya sebagai bagian modal saham 
Perusahaan Perseroan; 

f. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam rangka 
pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) 
sebagaimana telah bebarapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan 
Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 
Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2959); 
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3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 
1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-
bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 

4. Peraturan Pamerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara 
Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran 
Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk 
usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) 
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2953); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Negara Perkebunan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) 
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 34); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Negara Perkebunan VI menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) 
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 36); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII 
menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1973 
Nomor 29); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 28). 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN 
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG ANEKA 
USAHA PERKEBUNAN. 

BAB I 
PENYERTAAN MODAL NEGARA 

Pasal 1 

(1) Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham 
suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang melakukan usaha-usaha di 
bidang Aneka Usaha Perkebunan. 

(2) Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) didirikan secara 
bersama antara Negara Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) PT. Perkebunan IV, PT. Perkebunan VI, dan PT. 
Perkebunan XXI - XX II, dengan perbandingan penyertaan modal 
sahamnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. 

(3) Bagian Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang 
merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia adalah berasal dari 
sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) PT. Perkebunan XVII yang berupa Unit-unit Aneka Jasa 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, 
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